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KEJAGUNG PERIKSA PEJABAT KEMENHUB TERKAIT KORUPSI JALUR 

KERETA API MEDAN 

 
 Sumber gambar: https://www.liputan6.com/news/read/5531875/kejagung-periksa-pejabat-kemenhub-

terkait-korupsi-jalur-kereta-api-medan 

 

Isi Berita: 

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan pemeriksaan 

terhadap sejumlah saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan 

jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 

sampai dengan 2023. Kali ini penyidik memanggil pihak Kementerian Perhubungan 

(Kemenhub). 

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan, ada dua saksi yang 

diperiksa. Mereka adalah AH selaku Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat 

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2015; dan MC selaku Pejabat 

Pembuat Komitmen Kegiatan Stasiun, Depo, Sinyal, Jembatan Pembangunan Jalur 

Kereta Api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan. “Adapun kedua 

orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek 

pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan 

tahun 2017-2023,” tutur Ketut dalam keterangannya, Selasa (20/2/2024). 

Ketut menyebut, pemeriksaan saksi ini dilakukan dalam rangka memperkuat 

pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tindak pidana korupsi proyek 

pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan 

tahun 2017 sampai dengan 2023. “Diperiksa untuk tersangka NSS, tersangka AGP, 

tersangka AAS, tersangka HH, tersangka RMY, tersangka AG dan tersangka FG,” kata 

Ketut. 
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Tersangka  

Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan satu tersangka baru di 

kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-

Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 sampai dengan 2023. “Telah 

menetapkan dan melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka,” tutur 

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu (24/1/2024). 

Menurut Ketut, tersangka adalah FG selaku pemilik PT Tiga Putra Mandiri Jaya. 

Penetapan status tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah aksi dan alat bukti 

yang telah diperoleh. “Selanjutnya untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik 

menahan tersangka FG di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung 

selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan 11 

Februari 2024,” kata Ketut. 

Proyek Tidak Layak 

Adapun dalam pelaksanaan proyek tersebut, tersangka FG diduga kuat memiliki 

peranan untuk mengondisikan paket-paket pekerjaan, sehingga pelaksanaan lelang paket 

pekerjaan sesuai dengan kehendaknya. Secara teknis, proyek tersebut tidak layak dan 

tidak memenuhi ketentuan karena sama sekali tidak dilakukan Feasibility Study (FS) atau 

studi kelayakan, serta tanpa adanya penetapan trase jalur Kereta Api oleh Menteri 

Perhubungan. “Akibat perbuatan tersangka FG bersama tersangka lainnya, besar 

kemungkinan proyek tersebut tidak dapat digunakan. Terkait besaran kerugian negara, 

saat ini tim penyidik masih melakukan penghitungan dengan berkoordinasi secara intensif 

kepada pihak-pihak terkait, namun tidak menutup kemungkinan proyek ini dikategorikan 

sebagai total loss karena tidak dapat digunakan sama sekali,” Ketut menandaskan. 
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Catatan: 

• Terkait kondisi diatas diatur pada: 

a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 

2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 
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1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan 

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;  

2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, 

pidana mati dapat dijatuhkan”; dan 

3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. 

b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 

12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): 

1) Huruf e yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara 

yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa 

seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran 

dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”. 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Kekayaan Daerah: 

1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:  

a. tanah Kas Desa;  

b. pasar Desa;  

c. pasar Hewan;  

d. tambatan Perahu;  

e. bangunan Desa;  

f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;  
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g. lain-lain kekayaan milik Desa.” 

2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :  

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;  

b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak 

ketiga.  

c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;  

d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan 

lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.  

e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daera/l;  

f.  hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota;  

g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan  

h.  hasil kerjasama desa.” 

3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 

milik desa.  

(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan 

dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.” 


